
 

 

BUPATI SITUBONDO  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR  5  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 8 

TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dibantu oleh 

Perangkat Daerah; 

b. bahwa guna mewujudkan tata laksana Perangkat Daerah 

agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas 

pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada 

perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan 

kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas, maka 

perlu dilakukan penataan kembali Perangkat Daerah yang 

telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

SALINAN 
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perlu disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai pelaksanaan 

ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 

dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1539); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar 

Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 162); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6); 

   

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

dan 

BUPATI SITUBONDO 

  
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 

  
Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 6), diubah sebagai berikut : 

 

1. Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) 

angka yakni angka (4a) dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 
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1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Situbondo. 

(4a) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

8. Dihapus. 

9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo. 

10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana 

teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana 

teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat 

Daerah Kabupaten Situbondo. 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas : 
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a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat DPRD; 

c. Inspektorat; 

d. Dinas; 

e. Badan;dan 

f. Kecamatan. 

(3) Nomenklatur, pembidangan urusan pemerintahan dan 

tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) sebagai berikut: 

a. Sekretariat Daerah Tipe A; 

b. Sekretariat DPRD Tipe A; 

c. Inspektorat Daerah Tipe A; 

d. Dinas Daerah, terdiri dari: 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Permukiman Tipe A yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang 

Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan 

Perlindungan Masyarakat; 

5. Dinas Sosial Tipe A yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Sosial; 

6. Dinas Ketenagakerjaan Tipe B yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang 

Transmigrasi; 

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana Tipe A yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak dan urusan 

pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana; 
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8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A 

dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Pertanian dan urusan pemerintahan bidang 

Pangan; 

9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Lingkungan Hidup; 

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe 

A yang melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe 

B yang melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

12. Dinas Perhubungan Tipe C yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 

13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Komunikasi dan Informatika, urusan 

pemerintahan bidang Persandian, dan urusan 

pemerintahan bidang Statistik; 

14. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 

Tipe A yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan 

Menengah, urusan pemerintahan bidang 

Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang 

Perdagangan; 

15. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Tipe B yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Penanaman Modal; 

16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan 

bidang Pemuda dan Olahraga; 

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang 

kearsipan;dan 

18. Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A yang 

melaksanakan urusan pemerintahan  bidang 

Pertanian sub Peternakan dan Kesehatan Hewan 

dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan 

Perikanan. 
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e. Badan Daerah, terdiri dari: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe 

A yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang 

Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang 

Penelitian dan Pengembangan; 

2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A yang 

melaksanakan fungsi penunjang bidang 

Keuangan; 

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang 

melaksanakan fungsi penunjang bidang 

Keuangan;dan 

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia Tipe B melaksanakan 

fungsi penunjang bidang Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan. 

f. Kecamatan terdiri dari: 

1. Kecamatan Arjasa dengan Tipe A; 

2. Kecamatan Asembagus dengan Tipe A; 

3. Kecamatan Banyuglugur dengan Tipe A; 

4. Kecamatan Banyuputih dengan Tipe A; 

5. Kecamatan Bungatan dengan Tipe A; 

6. Kecamatan Besuki dengan Tipe A; 

7. Kecamatan Jangkar dengan Tipe A; 

8. Kecamatan Jatibanteng dengan Tipe A; 

9. Kecamatan Kapongan dengan Tipe A; 

10. Kecamatan Kendit dengan Tipe A; 

11. Kecamatan Mangaran dengan Tipe A; 

12. Kecamatan Mlandingan dengan TipeA; 

13. Kecamatan Panarukan dengan Tipe A; 

14. Kecamatan Panji dengan Tipe A; 

15. Kecamatan Situbondo dengan Tipe A; 

16. Kecamatan Suboh dengan Tipe A; dan 

17. Kecamatan Sumbermalang dengan Tipe A. 

 

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3A 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) bidang. 
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4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 4 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, organisasi, 

tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3A 

ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 7 

(1) Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Rumah Sakit Daerah 

sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat 

Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat 

fungsional, yang memberikan layanan secara 

profesional. 

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah memiliki 

otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik 

Daerah serta bidang kepegawaian. 

(3) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah 

Sakit Daerah. 

 

6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni 

Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7A 

(1) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan 

keuangan dan barang milik Daerah serta bidang 

kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan.  

(2) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik 

Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah. 
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Pasal 7B 

Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan 

penatausahaan barang milik Daerah. 

 

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 9 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 

staf ahli. 

(2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh 

Sekretaris Daerah. 

(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berjumlah 3 (tiga) staf ahli. 

 

8. Diantara Bab VI dan Bab VII disispkan 1 (satu) bab yakni 

Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Bab VIA 

ANGGARAN 

Pasal 10A 

Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 

kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

 

9. Ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dihapus 

dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 

(1) Dihapus. 

(2) Dihapus. 

Pasal 12 

Dihapus. 

Pasal 13 

Dihapus. 

Pasal 14 

Dihapus. 
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Pasal 15A 

Pelaksanaan penataan Perangkat Daerah berdasarkan 

Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) 

tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. 

 

10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 16A 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus 

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 

Peraturan Daerah ini diundangkan. 

   

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 11 November 2021 

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 

KARNA SUSWANDI 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 11 November 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd. 

SYAIFULLAH 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 5 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR: 

283-5/2021 

 

 

 

 

 

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR  5  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 8 

TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat 

Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) 

berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing 

Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat 

Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. 

Guna mewujudkan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat 

ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan 

sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada 

perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan 

yang efektif, efisien dan berkualitas, maka perlu dilakukan penataan kembali 

Perangkat Daerah yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan 

Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu disesuaikan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 3A 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
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Angka 6 

Pasal 7A 

Cukup jelas. 

Pasal 7B 

Cukup jelas. 

Angka 7 

Pasal 9 

Ayat (1)  

Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang 

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan antara lain pengalaman dan pengayaan dalam 

jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, kapasitas, 

kompetensi serta keahlian di bidang tertentu. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup Jelas. 

Angka 8 

Pasal 10A 

Cukup jelas. 

Angka 9 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15A 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Pasal 16A 

Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 5 

 

 

 

 


